
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR \6 

WALIKOTA SURAKARTA 
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA 

NOMOR \ \  TAHUN 2011 

TENTANG 

PETUIVJUK PELAKSANAAN PERA-I-URAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 10  TAHUN 2010 
TEIVTANG PENYELENGGARAAIV ADPl:[IVISTRASI KEPENDLIDLIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SU RAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota 
Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan sehingga perlu rnengatl-~r 
petunjuk pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertirr~bangan sebagaimana dimaksud 
dalani huruf a ma ka perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kota 
Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Adrr~il-~istrasi Kependudukan; 

Me~igi~igat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentl-~kan 
Daerah-daerah Kota Besar dalam I-ingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3019); 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3474); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik I~idonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lerr~baran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembent~~kan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
I~idonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarr~bahan Lembaran 
Negara Republ~k Indonesia IVomor 4389); 



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Repu bli k Indonesia Nomor 4634); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050); 

11. Peraturan Pemerilitah IVomor 2 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Mernperoleh, Kehilangan, Pernbatalan, dan Memperoleh 
Ken-~bali Kewarganegaraan Republik Indoliesia (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 IVomor 2, Tambahan 
Len-~barat-I IVegara Repu bli k Indonesia Nomor 4676); 

12. Peraturan Pemerintah IVomor 37 Tah1,ln 2007 tentang 
Pet~lnjl-lk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tah~ln 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan 
Lem baran Negara Repu bli k Indonesia Nomor 3208); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 IVomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudu k dan 
Pencatatan Sipil; 



16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
secara IVasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional; 

17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 

18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota 
Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 
Nomor 6); 

19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudu kan 
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 10); 

Memperhati kan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SLIRAKARTA NOMOR 10 TAHUN 
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDLIKAN. 

BAB I 
KErEhlTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1 Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perang kat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerinta han daera h. 

3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 

4. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata 
Usaha Negara. 

5. Pengadilan Negeri yang selanjutnya disingkat PN adalah Pengadilan Negeri 
Surakarta. 

6. Pengadilan Agama yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Agama 
Surakarta. 



7. Pengadilan Tata Usaha IVegara yang selanjutnya disingkat PTUN adalah 
Pengadilan Tata Usaha Negara yang nieliputi wilayah hukum Surakarta. 

8. lnstansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupatenlkota yang 
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam I-lrusan 
administrasi kependudukan. 

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah selanjutnya disebut Dinas 
adalah Instansi Pelaksana dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

10. Camat adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
di lingkup Kecamatan. 

11. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan di 
lingkup Kelurahan. 

12. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUAKec adalah satuan 
kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat 
Kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 

13. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung 
jawab memberikan pelayanan pelaporan Pel-istiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan. 

14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban 
dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran 
Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor 
lain. 

15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia. 

16. Penduduk Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota 
Surakarta. 

17. Penduduk Musiman adalah tamu yang tinggal di wilayah Kota Surakarta lebih dari 
30 (tiga puluh) hari dan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap. 

18. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- 
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara 
Indonesia. 

19. Orang Asing adalah orang buka~i  Warga Negara Indonesia yang berdomisili di 
Kota Sura karta. 

20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang 
mempunyai kekuatan hl-~kum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari 
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

21. Data Kependudukan adalah data perseorangan danlatau data agregat yang 
terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas 
pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi 
Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas 
atau surat keterangan kependudukan. 

23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus 
dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu 
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk danlatau surat keterangan kependudukan 
lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas 
menjadi tinggal tetap. 



24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalali nomor 
identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada 
seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 

25. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang 
memuat data tentang nama, susunan dan hubuligan dalam keluarga, serta 
identitas anggota keluarga. 

26. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi 
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitka~i oleli Dinas yang berlaku di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang 
terbatas sesuai derrgan ketentuan Peraturan Pen-lndang-undangan. 

28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk 
tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK 
adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat 
Penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan. 

30. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang 
dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas. 

31. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa 
Penting yang dialami seseorang pada Dinas, yang pengangkatannya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, 
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 

33. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan 
dijaga kebenaran serta dilindungi keraliasiannya. 

BAB I1  
PERSYARATAIV DAN TATA CARA PEIVDAFTARAN PEIVDUDUK 

Bagian Kesatu 
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga 

dan Kartu Talida Penduduk 

Paragraf 1 
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Peliduduk 

Pasal 2 

( 1  Penduduk Daerah wajib melapor kepada Dinas melalui Lurah dan Camat untuk 
dicatatkan biodatanya. 

(2) Penduduk Daerah yang datalig dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang 
men-liliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang nierr~iliki Izili Ti~iggal Tetap 
wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya. 



(3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan 
pemutakhiran database kependudukan. 

Pasal 3 

(1) Pencatatan biodata penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pengantar dari RT dan RW. 
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain: 

1. Kutipan Akta Kelahiran; 
2. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar; 
3. KK; 
4. KTP; 
5. Kutipan Akta PerkawinanIKutipan Akta Nikah; atau 
6. Kutipan Akta Perceraian. 

(2) Pencatatan biodata penduduk bagi Penduduk Daerah yang datang dal-i luar 
negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan 
setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Paspor; atau 
b. Dokumen pengganti paspor. 

(3) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah 
memenuhi syarat berl~pa: 
a. Paspor; 
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan 
c. Buku Pengawasan Orang Asing. 

(4) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi 
syarat berupa: 
a. Paspor; 
b. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan 
c. Buku Pengawasan Orang Asing. 

Pasal 4 

(1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk 
pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1). 

(2) Pencatatan biodata penduduk di Kell-~rahan dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk Daerah mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk 

Warga Negara Indonesia; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Bl-~ku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Lurah menandatangani form~~l i r  biodata penduduk; 
e. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat. 



(3) Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, d i lak~~kan dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melakl-~kan verifikasi dan validasi data Penduduk Daerah ; 
b. Camat menandatangani formulir biodata penduduk; 
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Dinas 

sebagai dasar untuk penerbitan dokumen biodata penduduk. 

(4) Penerbitan dokumen biodata Penduduk Daerah oleh Dinas, dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Petugas registrasi nielakukan vel-ifikasi dan validasi formulir biodata 

penduduk serta merekani data ke dalam database kependudukan untuk 
mendapatkan NIK; 

b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk 
setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan. 

Pasal 5 

(1) Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), untuk pencatatan biodatanya membawa 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). 

(2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan tata cara : 
a. Penduduk Daerah mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk 

Warga IVegara Indonesia; 
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata penduduk dan merekam 

ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK. 

(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk setelah yang 
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan. 

Pasal 6 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2 ) ,  untuk 
pencatatan biodatanya membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4). 

(2) Pencatatan biodata Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan tata cara: 
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan 

menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; 
b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani 

Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap; 
c. Petugas registrasi melaku kan verifi kasi dan validasi data pendudu k; 
d. Petugas registrasi menandatangani formulir biodata Orang Asing dan 

merekani ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK. 



(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah 
yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudu kan. 

Pasal 7 

( 1  Dalam ha1 terjadi perubahan biodata bagi Penduduk Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) ,  Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri 
karena pindah atau Orarlg Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
wajib melaporkan kepada Dinas untuk dicatatkan perubahan biodatanya. 

(2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimalia diniaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengall menggu~iakan : 
a. Surat Pernyataali Peru bahan Data Kependudu kan; 
b. Forniulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia; 
c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau 
d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap. 

Pencatatan perubahan biodata Penduduk Daerah di Kelurahan, dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data 

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara 
Indonesia; 

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting; 

c. Petugas registrasi mela ku kan verifi kasi dan validasi data kependudu kan; 
d. Lurah menandatangani formulir perubahan biodata penduduk; 
e. Petugas registrasi menyampaikan Surat Pernyataan Perubahan Data 

Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara 
Indonesia kepada Camat. 

(4) Pencatatan perubahan biodata Penduduk Daerah di kecamatan dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data Penduduk Daerah ; 
b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara 

Indonesia; 
c. Petugas registrasi menyampaikan Formulir Perubahan Biodata Penduduk 

Warga Negara Indonesia kepada Dinas. 

(5) Pencatatan perubahan biodata Penduduk Daerah di Dinas dilakukan dengan tata 
cara melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam data ke 
dalam database kependudukan. 

(6) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah 
diubah. 

(7) Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ,  dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan 

menandatangani Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan 
Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; 



b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan melialidatangani 
Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan 
Biodata Orang Asing Tinggal Tetap; 

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Petugas registrasi menandatangani formulir perubahan biodata Orang Asing 

dan merekam ke dalam Database Kependudukan. 

(8) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing yang telah 
diubah. 

Pasal 8 

Perubahan biodata penduduk bagi Penduduk Daerah, Orang Asing yang memiliki Izin 
Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami 
peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia. 

Paragraf 2 
Penerbitan Kartu Keluarga 

Pasal 9 

( 1  Penduduk Daerah wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui 
RT danlatau RW, Lurah dan Camat. 

(2) Orang Asing yaug memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan 
keluarganya kepada Dinas. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dali ayat (2) sebagai dasar 
untuk penerbitan KK. 

Pasal 10 

( 1  Penerbitan KK baru bagi penduduk daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing; 
b. Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta IUikali/Kutipan Akta Perkawinan 

bagi yang sudah kawin; 
c. Surat Keterangan Pindah danlatau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah 

tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui 
Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun. 

d. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga 
terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan Fotokopi KTP yang masih 
berlaku ; atau 

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi 
penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah. 

(2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk 
daerah yang mengalami kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 
a. KK lama; dan 
b. Kutipan Akta Kelahiran. 



Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke 
dalam KK bagi penduduk daerah dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. KK lama; 
b. KK yang akan ditumpangi; 
c. Surat Keterangan Pindah danlatau S~lrat Keterangan Pindah Datang dan telah 

tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota bagi yang 
kurang dari 1 (satu) tahun. 

d. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga 
terdekat di ten-~pat tujuan diketahui ketua RT setempat dengan melampirkan 
Fotokopi KTP yalig masih berlaku; atau 

e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi pendud~~k daerah yang 
datang dari luar negeri karena pindah. 

(4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang 
memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menurrlpang ke dalam KK Warga Negara 
Indonesia atau Orang Asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. KK lama atau KK yang ditumpangi; 
b. Paspor; 
c. Izin Tinggal Tetap; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal Tetap. 

(5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah 
memenuhi syarat berupa: 
a. KK lama; 
b. surat keterangan kematian; atau 
c. Surat Keterangan PindahISurat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk 

yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah; 
b. KK yang rusak; 
c. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota 

keluarga; atau 
d. Dokumen keimigrasian bagi Orang Asing. 

(7) Dalam ha1 belum diterbitkannya KK maka Dinas dapat menerbitkan Surat 
Keterangan Kependudukan Sementara. 

Pasal 11 

(1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib melapor 
kepada Lurah dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10. 

(2) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Lurah menandatangani formulir permohonan KK; dan 



e. Lurah/Petugas registrasi atau yang bersangkutan meneruskan berkas formulir 
permohonan KK kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau 
perubahan KK di Kecamatan. 

(3) Proses penerbitan atau perubahan KK di Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf el dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. Camat menandatangalii formulir permohonan KK; 
c. Petugas menyampaikali formulir permohonan KK yang dilampiri dengan 

kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas. 

(4) Penerbitan atau perubahan KK di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan; 
b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK. 

Pasal 12 

( 1  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (2) wajib melapor kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 

(2) Dinas memproses penerbitan atau perubahan KK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), dengan tata cara: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan KK; 
b. Pe.tugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas menandatangani Formulir Permohonan KK; 
d. Petugas melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan. 

(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK. 

Paragraf 3 
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk 

Pasal 13 

( 1  Pe~ierbitan KTP baru bagi penduduk Daerah, dilakukan setelah memen~~h i  syarat 
berupa : 
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; 
b. Surat Pengantar RT/RW dan Lurah; 
c. Fotokopi : 

1. KK; 
2. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 

17 (tujuh belas) tahun; dan 
3. Kutipan Akta Kelahiran. 

d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi 
Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri karena pindah. 

(2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, 
dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; 
b. fotokopi : 



1. KK; 
2. Kutipan Akta NikahIAkta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 

(tujuh belas) tahun; 
3. Kutipan Akta Kelahiran; dan 
4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap. 

c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Pasal 14 

(1) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Daerah atau Orang 
Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat 
berupa: 
a. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak; 
b. Surat Pengantar RT/RW; 
c. fotokopi KK; dan 
d. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing. 

(2) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Daerah atau Orang Asing 
yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Keterangan Pinda h/Surat Keterangan Pindah Datang; 
b. Surat Pengantar RTIRW; 
c. fotokopi KK; dan 
d. Surat Keterangan Datang dari Luar IVegeri bagi Penduduk Daerah yang 

datang dari luar negeri karena pindah. 

(3) Pelierbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Daerah atau Orang Asing 
yang niemiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pengantar RT/RW; 
b. fotokopi KK; 
c. KTP lama; dan 
d. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

bagi Oraqg Asing yaqg niemiliki Izin Tinggal Tetap. 

(4) Penerbitali KTP karena adanya perubahan data bagi pendl~dl~k Daerah atau 
Orang Asing yang memiliki Izin Tiliggal Tetap, dilakukan setelah memenl~hi 
syarat berupa: 
a. Surat Pengantar RT/RW; 
b. fotokopi KK; 
c. KTP lama; dan 

Surat keteranganlbukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa 
penting. 

Pasal 15 

(1) Penduduk Daerah wajib melapor kepada Lurah dengan menyerahkan 
persyaratan sebagaimana diniaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14. 

(2) Proses penerbitan KTP sebagaimana diniaksud pada ayat ( I ) ,  dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Pe~iduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP Warga 

Negara Indonesia; 



b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting; 

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; 
d. Lurah menandatangani formulir permohonan UP;  
e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk 

untuk dilaporkan kepada Camat. 

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
e, dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melak~~kan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; 
c. Petugas registrasi nienyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri 

dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar 
penerbitan KTP. 

(4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 
dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudu kan; 
b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP. 

Pasal 16 

( 1  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas 
dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
dan Pasal 14. 

(2) Dinas memproses Penerbitan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dengan tata cara : 
a. Orang Asing yang memiliki Izin Ti~iggal Tetap mengisi dan menandatangani 

formulir permohonan KTP Orang Asing; 
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudukan; dan 
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk. 

Pasal 17 

Dalam ha1 KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang 
menerbitkannya. 

Pasal 18 

( 1  KTP meniuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan 
ketentuan : 
a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna 

merah; atau 
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna 

biru. 



b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 
Peristiwa Penting; 

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; 
d. Lurah menandatangani formulir permohonan KTP; 
e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP kepada penduduk 

untuk dilaporkar~ kepada Camat. 

(3) Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
e, dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; 
c. Petugas registrasi menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri 

dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas sebagai dasar 
penerbitan KTP. 

(4) Penerbitan KTP di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan 
dengan tata cara: 
a. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam database 

kependudukan; 
b. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP. 

Pasal 16 

( 1  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas 
dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) 
dan Pasal 14. 

Dinas memproses Penerbitan U P  Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dengan tata cara : 
a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap mengisi dan menandatangani 

formulir permohonan KTP Orang Asing; 
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalan~ database 

kependudukan; dan 
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk. 

Pasal 17 

Dalam hat KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh Dinas yang 
menerbitkannya. 

Pasal 18 

( 1  KTP memuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan 
ketentuan : 
a. Penduduk yang lahir pada tahun gaqjil, latar belakang pas photo berwarna 

merah; atau 
b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna 

biru. 



(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm dengan 
ketentuan 70% tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab. 

(3) KrP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat 
verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. 

(4) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda 
tangan, pas photo, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. 

(5) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam data base 
kependudu kan. 

(6) Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis IVIK, dengan 
ketentuan : 
a. Untuk Penduduk Daerah, dilakukan di Kecamatan; dan 
b. Untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap dilakukan di Dinas. 

(7) Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari 
telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan. 

(8) Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 

Paragraf 1 
Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah, ke dan dari Luar Daerah 

Pasal 19 

(1) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dilakukan dengan 
memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. 

(2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sebagai 
berikut : 
a. dalam satu kelurahan; 
b. antarkelurahan dalam satu kecamatan; 
c. antarkecamatan dalam satu kota; 
d. antarkabupaten atau kota dalam satu provinsi; atau 
e. antarprovinsi. 

Pasal 20 

(1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Daerah dengan klasifikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan 
huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, 
dan KTP L I ~ ~ L I ~  mendapatkan S ~ ~ r a t  Keterangan Pindah. 



(2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  berlaku selama 
30 (tiga PLIIU~) hari kerja. 

(3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh 
Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah. 

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai 
pengganti KrP selama KTP baru belum diterbitkan. 

Pasal 21 

(1) Penduduk Daerah yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, melapor kepada Lurah dengan 
memenuhi syarat berupa surat pengantar RTIRW, KK, dan KTP. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat 

Keterangan Pindah Datang; dan 
e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi 

Penduduk. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
digunakan sebagai dasar untuk : 
a. proses perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah; 
b. proses penerbitan KK dan KrP dengan alamat baru; dan 
c. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 22 

(1) Penduduk Daerah yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, melapor kepada Lurah dengan 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat 

Keterangan Pindah; 
e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi 

Penduduk; dan 
f. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf d diserahkan 

kepada penduduk u n t ~ ~ k  dilaporkan kepada Ll~rah tujuan. 



(3) Surat Keterangan Pindah sebagaima~ia dimaksud pada ayat (2) h ~ l r ~ ~ f  d 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 23 

(1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melaporkan 
kedatangannya kepada Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat 
Keterangan Pindah. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelura han sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. pendudu k mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pinda h Datang 

~,~ntuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d. lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat 

Keterangan Pindah Datang. 
(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 

digunakan sebagai dasar : 
a. proses penerbitan KK dan KrP dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 24 

(1) Penduduk Daerah yalig bermaksud pilidah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalani Pasal 19 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dengan 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan me~iandatarlgani Formulir Permohonan Pindah; 
b. petugas registrasi melaku kan verifi kasi dan validasi data pendudu k; 
c. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kepend~~dukan dan 

Peristiwa Penting; 
d. lurah mengetaliui dan men-~bubulikan tanda tangan pada Surat Pengantar 

dari RTIRW; 
e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi 

Penduduk; dan 
f. lurah/Petugas registrasi nieneruska~i berkas Formulir Permohonan Pindah 

sebagaimana diniaksud dalani huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana 
dimaksud pada huruf d kepada Camat. 

(3) Pendaftaran pe~idudu k Daera h di kecamatan se bagaimana dima ksud pada ayat 
(2) huruf f dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. camat atas nama Kepala Dinas nienerbitkan dan menandatangani Sl~rat 

Keterangar~ Pindah; dan 
c. Surat Keterangan Pilidah sebagaimana dimaksud pada huruf b diserahkan 

kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 



(4) Surat Keterangan Pilidah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) h u r ~ ~ f  b 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah; dan 
b. perekaman ke dalam data base kependudukan. 

Pasal 25 

( 1  Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, nielaporkan 
kedatangannya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menuqjukkan Surat 
Keterangan Pindah. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah 

Datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d. lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat. 

(3) Pendaftaran penduduk di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
d dilakl-~kan dengan tata cara: 
a, petugas melakl-~kan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
b. camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat 

Keterangan Pinda h Datang. 

(4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses penerbitan KK dan KrP dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 26 

( 1  Penduduk Daerah yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dan huruf el melapor kepada Lurah 
dengan rnemenl- hi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Bl~ku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. 11,lrah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupatenlkota atau 

antar provinsi; 
e. petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi 

Penduduk; dan 



f. lurah/petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Pengantar Pindah 
sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat. 

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
f dilakukan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
b. camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupatenlkota atau 

antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f; dan 
c. petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan Pindah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b kepada Kepala Dinas sebagai dasar 
penerbitan Surat Keterangan Pindah. 

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta 
menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan. 

(5) Swat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan 
sebagai dasar : 
a. proses per~~bahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak 

pindah; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 

Pasal 27 

(1) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, melaporkan 
kedatangarlnya kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat 
Keterangar~ Pinda h. 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara: 
a. penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah 

Datang; 
b. petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kepend~~d~~kan dan 

Peristiwa Penting; 
c. petugas registrasi nielakuka~i verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
d, lurah menandatarlgar~i dar~ meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang 

sebagaimana diniaksud pada ayat (2) tluruf a kepada Camat. 

(3) Pendaftaran pe~idudu k di Kecamatan sebagaimana dima ksud pada ayat (2) huruf 
d dilakukan de~igan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan 
b. camat menandatarlgar~i Formulir Permohonan Pindah Datang dan 

menyampaikan kepada Kepala Dinas sebagai dasar penerbitan Surat 
Keterangan Pindah Datang. 

(4) Kepala Dinas menerbitkan dan nienandatarlgani Surat Keterangan Pindah 
Datang. 

(5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
digunakan sebagai dasar : 
a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan 
b. perekaman ke dalam database kependudukan. 



Paragraf 2 
Pendaftaran Penduduk Yarrg Bertransmigrasi 

Pasal 28 

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi : 
a. Surat Pengantar RTJRW; 
b. KK; 
c. KTP; 
d. Kartu Seleksi Calon Transmigran; dan 
e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan. 

Pasal 29 

( 1  Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan ltlasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e 
berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan tata cara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 
dan Pasal 27 Peraturan Walikota ini. 

(2) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dibantu oleh instansi yang menangani urusan transmigrasi. 

Paragraf 3 
Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing 

di Daerah 

Pasal 30 

( 1  Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dilakukan 
dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk. 

(2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
sebagai berikut: 
a. dalam daerah; 
b. antar kabupatenlkota dalam satu provinsi; atau 
c. antar provinsi. 

Pasal 31 

( 1  Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Tetap di Daerah, dilakukan dengan rnemenl- hi syarat berupa: 
a. KK; 
b. KTP 1,lntuk Orang Asing; 
c. fotokopi Paspor dengan menunjukkan aslinya; 
d. fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap; 
e. menunjl-~kkan buku Pengawasan Orang Asing; dan 
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 



(2) Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal 
Terbatas di Daerah, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
b. fotokopi Paspor; 
c. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

Pasal 32 

( 1  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, melapor kepada Kepala Dinas dengan 
membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah 

Datang; 
b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan; dan 
e. petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang 

kepada Lurah tempat tinggal asal. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
digunakan sebagai dasar: 
a. perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; 
b. penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang 

Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas; atau 
c. penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki 

Izin Tinggal Tetap. 

(4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah. 

Pasal 33 

( 1  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) h~1r11f b dan huruf c, melapor kepada Kepala 
Dinas dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah 

Datang; 
b, petugas me lak~~kan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas menandatangani S ~ ~ r a t  Keterangan Pindah Datang dan 

menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan; dan 
d. petugas merekam data dalam database kependudukan. 



(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepalalanggota keluarga dalam KK 
yang tidak pindah. 

Pasal 34 

(I)  Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki 
Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dan huruf c, melaporkan 
kedatangannya kepada Kepala Dinas daerah tujuan dengan menyerahkan Surat 
Keterangan Pindah Datang. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
d i lak~~kan dengan tata cara: 
a. petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
b. Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang; dan 
c. petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
digunakan sebagai dasar : 
a. penerbitan KK dan KTP derrgan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki 

Izin Tiliggal Tetap; atau 
b. penerbitan Surat Keterarrgan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang 

Asi~ig yang merr~ili ki Izin Tinggal Terbatas. 

(4) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah. 

Paragraf 4 
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara 

Pasal 35 

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut: 
a. Penduduk Daerah pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 

(satu) tahun atau lebih berturut-turut; 
b. Penduduk Daerah datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di 

Indonesia; 
c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas; 
d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang 

akan pindah ke luar negeri. 

Pasal 36 

(1) Pendaftaran bagi penduduk Daerah yang akan pindah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 35 huruf a dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Surat pengantar pindah dari RT dan RW; 
b. KK; dan 
c. KTP. 



(2) Pendaftaran bagi Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan memenuhi syarat berupa 
paspor atau dokunien pengganti paspor. 

(3) Pendaftaran bagi orang asing yang datang dari luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Paspor; dan 
b. Izin Tinggal Terbatas. 

(4) Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan menienuhi syarat berupa: 
a. KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap; dan 
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal 

terbatas. 

Pasal 37 

( 1  Penduduk Daerah yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 huruf a, melapor kepada Lurah dengan membawa syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). 

(2) Pendaftaran penduduk Daerah di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I), dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke 

Luar Negeri; 
b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan 

Peristiwa Penting; 
c. Pet~~gas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
d. Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar 

Pindah ke Ll~ar Negeri sebagaimana dima ksud dalam huruf a kepada Camat; 
da n 

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi 
Pendud1-1k. 

(3) Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
dl dilakukan dengan tata cara: 
a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat 

dengan membu buhkan tandatangan; 
b. Pet~~gas melakukan verifi kasi dan validasi data pendudu k; 
c. Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Dinas; 

da n 
d. Petugas registrasi merekam data dalam database kependudukan. 

Pendaftaran penduduk Daerah di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, dilakukan dengan tata cara: 
a. Petugas menerima Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk 

disertai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b 
dan huruf c; 

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke 

Ll~ar Negeri; 
d. Petugas registrasi mencabut KrP penduduk yang telah mendapat Surat 

Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 



e. Dalam ha1 satu keluarga pindah ke luar negeri, KK penduduk yang pindah 
dicabut oleh Dinas; dan 

f. Dalam ha1 satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar 
negeri, Dinas melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal. 

Pasal 38 

( 1  Surat Keteravgan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (4) huruf c, digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada 
perwakilan Republi k Indonesia negara .tujuan. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dicatat di perwakilan Republik 
Indonesia dalam buku register Warga IVegara Indonesia di luar negeri. 

Pasal 39 

(1) Penduduk Daerah yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 huruf b, melapor kepada Dinas dengan merr~bawa syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). 

Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan tata 
cara: 
a. Penduduk Daerah mengisi dan menandataligarli forniulir Surat Keterangan 

Datang dari Luar Negeri; 
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang 

dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan 
d. Petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Penduduk Daerah yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c, melaporkan kedatangannya kepada Camat, Lurah dan 
RT/RW tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar 
Negeri. 

(4) Lurah melakukan pendaftaran Penduduk Daerah yang melaporkan 
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas 
registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa 
Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Pasal 40 

( 1  Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
huruf c, melapor kepada Dinas dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (3). 

(2) Dinas melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dengan tata 
ca ra : 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing 

Tinggal Terbatas; 
b. Petugas melaku kan verifi kasi dan validasi data; 



c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat 
Tinggal; dan 

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Dinas menyanipaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Caniat dan Lurah. 

(4) Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatanga~inya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara petugas registrasi mencatat 
dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk 
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Pasal 41 

(1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi 
Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan: 
a. Paspor; 
b. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 
c. Kartu Izin Tinggal Tetap; dan 
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

(2) Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  
dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran Orang Asing 

Tinggal Tetap; 
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; 

dan 
d. Pe t~~gas  registrasi merekam data dalam database kependudukan. 

(3) Dinas menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Lurah. 

(4) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara p e t ~ ~ g a s  registrasi mencatat 
dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk 
Pend~~duk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Pasal 42 

( 1  Orang Asing yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 huruf d, melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4). 

Pendaftaran Orang Asing di Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  
dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Keterangan Pindah ke 

Luar Negeri; 
b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data; 
c. Kepala Dinas menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan 

Tempat Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah; 
d. Petugas merekam data dalam database kependudl-~kan; dan 
e. Petugas menyampaikan formulir Keterangan Pindah ke Luar IVegeri kepada 

Camat dan Lurah ten-~pat domisili. 



(3) Lurah melakukan Pendaftaran Orang Asing yang telah pindah ke luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan cara petugas registrasi 
mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, 
Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk. 

Bagian Ketiga 
Perubahan Alamat 

Pasal 43 

Dinas wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat dari 
peru bahan alamat. 

Pasal 44 

( 1  Perubahan alaniat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan apabila 
terjadi : 
a. peniekaran wilayah berupa penarrlbahan kecamatan, kelurahan dan rl-lkl-~n 

tetangga atau rukuli warga; 
b. kebijakarl pemerintah kota. 

(2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1  berakibat pada 
peru bahan dokumen pendaftaran pendudu k. 

Pasal 45 

Perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (I), terdiri atas: 

a. Biodata Penduduk; 

b. Kartu Keluarga; 

c. Kartu Tanda Penduduk; dan 

d. Surat Keterangan Tempat Tinggal. 

Pasal 46 

( 1  Dinas melakukan penyesuaian database kependudukan berdasarkan pen-lbahan 
dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat. 

(2) Dinas menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk yang baru untuk diserahkan 
kepada Pendudu k Daera h. 

Pasal 47 

Penduduk yang mengalami perubahan dokumen pendaftaran pendudl-lk sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45 tidak dikenakan biaya. 



Pasal 48 

Biaya yang dikeluarkan 1-1ntuk penerbitari perubalian dokumen pendaftaran penduduk 
sebagai akibat per~rbahan alamat dibeba~ikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daera h . 

Bagian Keempat 
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan 

Pasal 49 

Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi : 
a. Penduduk korban bencana alam; 
b. Pendudu k korban bencana sosial; 
c. Orang terlantar; dan 

Pasal 50 

( 1  Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas 
dengan menyediakan: 
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan; 
b. Formulir pendataan; 
c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas. 

( 2 )  Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, 
dilaku kan oleh Dinas dengan menyediakan: 
a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan; 
b. Formulir pendataan. 

(3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim 
Pendataan yang dibentuk oleh Walikota. 

Pasal 51 

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan de~igan tata cara: 
a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara; 
b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk; 
c. melakukan verifikasi dan validasi; 
d. mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke Dinas; dan 
e. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas 

dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 
dilakukan dengan tata cara: 
a. membuat data lokasi orang terlantar; 
b. mendatangi orang terlantar; 
c. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatarlgal-~i penduduk; 
d. melaku kan verifikasi dan validasi; 
e. mencatat dan merekam data penduduk untuk disanipaikarl ke Dinas; dan 
f. membantu proses penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar. 



(3) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti 
Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hur l~ f  el Surat Keterangan Orang Terlantar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf f. 

(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi 
Kepala Dinas menerbitkan dokumen kependudukan. 

Bagian Kelima 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasal 52 

( 1  Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran 
penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak 
mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental. 

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  adalah keluarganya atau orang 
yang diberi kuasa. 

Pasal 53 

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 
( I ) ,  dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan. 

Bagian Keenam 

PENDUDUK MUSIMAN 

Pasal 54 

( 1  Setiap tamu yang tinggal lebih dari 2 (dua) hari, tuan rumah wajib melaporkan 
kepada RT/RW setempat paling lambat 2 X 24 jam sejak kedatangan tamunya. 

(2) Setiap tamu yang bermaksud tinggal di Daerah lebih dari 30 (tiga PUILI~) hari 
wajib mendaftar kepada Lurah guna merr~peroleh Kartu Identitas Penduduk 
Musiman. 

(3) Kartu Identitas Penduduk Musiman ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama 
Walikota berlaku 1 ( satu) tahun dan dapat diperparljang. 

(4) Kartu Identitas Penduduk Musiman berlaku sesuai dengan tempat tinggal. 

(5) Setiap tamu yang tinggal di Daerah wajib mematut-~i segala peraturan yang 
berlaku di lingkungan tempat tinggal pada khususnya dan di wilayah Daerah 
pada umumnya. 

(6) Jangka waktu penyelesaian 14 ( empat belas ) hari kerja Sejak dipenuhinya 
persyaratan oleh pemohon. 



Pasal 55 

( 1  Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 54 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: 
a. Sl-~rat keterangan dari RT/ RW dimana ia bertamu. 
b. Foto copy KTP daerah asal a t a ~ ~  Bukti diri yang dimiliki. 
c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah daerah asal 
d. Foto copy KK yang ditempati 
e. Pas Photo berwarna ukuran 2x3 sebanyak 3 (tiga ) lembar. 
f. Surat kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasakan. 

(2) Proses penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman dilakukan dengan tata 
cara : 
a. Tamu mengisi dan n~ena~idatangar~i Formulir Permohonan Kartu Identitas 

Penduduk Musinian; 
b. Petugas registrasi melakukan vel-i.fikasi dan validasi data Tamu; 
c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Tamu; 
d. Lurah mengetahui dan mernbubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar 

dari RT/RW; 
e. LurahlPetugas registrasi meneruskan berkas Forrnulir Permohonan Kartu 

Identitas Penduduk Musiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat 
Pengantar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Dinas. 

(3) Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman : 
a. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melakukan verifikasi dan 

validasi data dari Kelurahan. 
b. Dinas melakukan perekaman data sesuai dengan berkas permohonan. 
c. Dinas menerbitkan Kartu Identitas Penduduk Musiman 

Bagian Ketujuh 
Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk 

Pasal 56 

Forrr~ulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk sebagaimana 
tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini. 

BAB I11 
PENCATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu 
Pencatatan Kelahiran 

Paragraf 1 
Pencatatan Kelahiran di Indonesia 

Pasal 57 

( 1  Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Dinas di tempat terjadinya kelahiran. 

(2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan memperhatikan: 
a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; 



b. di luar terr~pat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia; 
c. ternpat dorr~isili ibuliya bagi penduduk Orang Asing; 
d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing; 
e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan 
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya. 

Pasal 58 

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenut-~i syarat 
berupa: 
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, dikecualikan bagi yang 

lahir sebelum Tahun 2006 dapat melampirkan surat pernyataan persaksian 
kelahiran. 

b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/surat pernyataan bagi yang 
tidak kawin sah; 

c. nama dan identitas saksi kelahiran; dan 
d. KK dan KTP orang tua (aktalsurat kematian apabila orang tua sudah 

meninggal). 

(2) Dalam ha1 pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan 
orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pencatatan kelahiran 
tetap dilaksanakan. 

(3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(2) hl,lruf c, hl-~ruf d dan huruf el dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Surat kela hiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 
b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/surat pernyataan bagi yang 

tidak kawin sah; 
c. nama dan identitas saksi kelahiran; 
d. KK orang tua KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap; 
e. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal 

Terbatas; dan/atau 
f. Paspor bagi pemegang Izin KI-~njungan. 

(4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 
(2) hl-lruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian. 

Pasal 59 

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (2) h ~ ~ r u f  a, dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

dengan menl-~njukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) 
kepada Petugas Registrasi di kantor Kel~lrahan. 

b. form~llir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a 
ditandatangani oleh pemohon dan diketah~~i oleh Lurah. 

c. Lurah/Petugas Registrasi/pemohon menyampaikan ke kecamatan untuk 
meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Dinas. 

d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Lurah/Petugas 
Registrasi atau kepada pemolion. 



Pasal 60 

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran 

dengan menyerahkan syarat berupa : 
1. Surat kelahira~i dari dokter/bidan/penolong kelahiran, dikecualikan bagi yang 

lahir sebelum Tahun 2006 dapat melampirkan surat pernyataan persaksian 
kelahiran. 

2. Kutipan Akta IVikahIAkta Perkawinan orang tualsurat pernyataan bagi yang 
tidak kawin sah 

3. nama dan identitas saksi kelahiran; dan 
4. KK dan KTP orang tua (aktalsurat kematian apabila orang tua sudah 

meninggal). 
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 

menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal 61 

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 
ayat (2) huruf c dan huruf dl dilakukan dengan tata cara: 
a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan 

menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) 
kepada Dinas. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal 62 

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) 
huruf el dilakukan dengan tata cara: 
a. Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan huruf b 
kepada Dinas. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 

Pasal 63 

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang 
tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata 
ca ra : 
a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan 

menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 58 ayat (4) kepada Dinas. 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan 
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. 



Paragraf 2 
Pelaporan Kelahiran Penduduk Daerah Yang Terjadi Di Luar Wilayah Negara Kesatuan 

Repu blik Indonesia. 

Pasal 64 

(1) Pelaporan Kelahiran Penduduk Daerah yang terjadi di luar Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : 
a. Kutipan Akta Kelahiran dari Luar Negeri; 
b. Bukti Pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia dari Negara Setempat; 
c. Surat pengantar dari kelurahan; 
d. KTP dan KK orang tua; dan 
e. paspor orang tua. 

(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana diniaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara : 
a. Penduduk Daerah mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran di Luar IVegeri 

dengan menyerahkan danlatau menunjukkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas. 

b. Dinas menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri dan 
menyampaikan kepada pemohon. 

Paragraf 3 
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 

Pasal 65 

(1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) 
hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai 
dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 58 setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas. 

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62. 

Pasal 66 

( 1  Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 
sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai 
persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 setelah 
mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. 

(2) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62. 



Paragraf 4 
Pencatatan Lahir Mati 

Pasal 67 

(1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat: 
a. Surat pengantar RT dan RW; dan 
b. keterangan lahir niati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. 

(2) Pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tata cara : 
a. Penduduk melapor kepada Lurah dengan merlgisi Formulir Pelaporan Lahir 

Mati; 
b. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati 
atas nama Kepala Dinas. 

(3) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas 
perekaman data kependudukan di kecamatan. 

(4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas. 

Bagian Kedua 
Pencatatan Perkawinan 

Paragraf 1 

Pasal 68 

Perkawinan di Wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

(1) Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas. 

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan dengan 
memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pemberkatan Nikahlketerangan telah terjadinya perkawinan dari 

pemuka agamalsurat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang 
ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan; 

b. KTP dan KK suami dan isteri; 
c. KTP 2 (dua) orang saksi; 
d. Pas photo suami dan isteri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 5 (lima) 

lem bar; 
e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; 
f. Surat Keterangan dari Lurah atau Surat Pernyataan Diri mengenai status 

perkawinan; 
g. Surat persetujuan mempelai; 
h. Keterangan asal-usul mempelai; 
i. Surat persetujuanlijin kawin dari orang tua, bagi yang belum berumur 21 

(dua puluh satu) tahun; 
j. Surat ijinldispensasi nikah dari pengadilan negeri, bagi yang belum berumur 

16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan/atau 19 (sembilan belas) tahun 
untuk laki-laki; 

k. akta perceraian atau akta kematian, bagi jandalduda; 



I. akta/surat kematian apabila orang tuanya sudah meninggal dunia; 
m. Surat Pengantar untuk nikah dari Lurah diketahui camat atau surat 

keterangan untuk nikah dari Instansi Pelaksana tempat domisili; 
n. Surat Keterangan Im~lnisasi Tetanus Toksoit (lT); 
o. Bagi suami dan/atau isteri Orang Asing, melampirkan Ijin dari perwakilan 

negara yang bersangkutan, Surat Tanda Melapor Diri dari POLR1,Dokumen 
in-~igrasi seperti : Visa/Paspor/KITAS/KITAP; 

p. Bagi suami dan/atau isteri anggota TNI/POLRI, melampirkan Ijin Kawin dari 
Komandan. 

q. Akta kelahiran anak yang disahkan, apabila ada pengesahan anak; dan 
r. Akta perjanjiar~ kawin, apabila ada pengesahan perjanjian kawin. 

Pencatatan perkawilian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tata cara: 
a. Pasangan suami dan isteri merrgisi formulir pencatatan perkawinan pada 

Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi data. 
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan 

dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; 
d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan 

kepada masing-masing suami dan isteri; 
e. Apabila Suami atau istri berdomisili di luar daerah, maka yang bersangkutan 

wajib melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana 
tempat domisilinya. 

Pasal 69 

(1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada 
Dinas untuk direkam ke dalam database kependudukan. 

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tidak 
dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan. 

Pasal 70 

( 1  Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Dinas. 

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara menunjukkan penetapan pengadilan dan memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2). 

Paragraf 2 
Pelaporan Perkawinan Penduduk Daerah Yang Terjadi Di Luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 71 

( 1  Pelaporan perkawinan Penduduk Daerah yang terjadi di luar Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : 
a. Kutipan Akta perkawinan dari Luar Negeri; 
b. bukti pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia dari Negara Setempat; 



c. Surat pengantar dari kelurahan; 
d. KTP dan KK suami dan/atau isteri; dan 
e. paspor suami dan/atau isteri. 

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tata cara : 
a. Penduduk Daerah mengisi Formulir Pelaporan perkawinan di Luar Negeri 

dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaima~ia 
dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas. 

b. Dinas merekam dalam data base kependudukan. 
c. Dinas menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perkawinan di Luar Negeri d a ~ i  

menyampai kan kepada pemohon. 

Paragraf 3 
Pencatatan Pembatalan Perkawinan 

Pasal 72 

(1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di Dinas. 

(2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai 
pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 
Kutipan Akta Perkawinan. 

(3) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan, mengisi Formulir 

Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada Dinas dengan melampirkan 
persyaratan sebagaimana dima ksud pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan 
merr~berikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta 
menerbitkan Surat Keterangan Perr~batalan Perkawinan; 

c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitah~~~kan kepada Dinas 
atau UPTD Dinas terr~pat pencatatan peristiwa perkawinan. 

(4) Data perr~batalan perkawinan yang diterima KUAKec wajib dilaporkan kepada 
Dinas paling larr~bat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya putusan. 

(5) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan. 

Bagian Ketiga 
Pencatatan Perceraian 

Paragraf 1 
Pencatatan Perceraian di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia 

Pasal 73 

(1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas terr~pat terjadinya perceraian. 

(2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  dilakukan dengan 
memenuhi syarat berupa : 



a. salinan putusan pengadilan yang telah merr~peroleh kekuatan hukum tetap; 
b. Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan; 
c. Kutipan Akta Perkawinan; dan 
d. KTP dan KK suami danlatau isteri. 

Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan de~igan 
tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan 

Perceraian pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perceraian, 
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut 
Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian; 

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan 
kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai; 

d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan 
has11 pencatatan perceraian kepada Dinas atau UPTD Dinas tempat 
pencatatan peristiwa perkawinan. 

(4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban 
mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas 
atau UP-TD Dinas tempat pencatatan peristiwa perkawinan. 

(5) Dinas atau UP-TD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan 
merekam dalam database kependudukan. 

Pasal 74 

(1) Data hasil pencatatan KUAKec atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan 
penetapan Pengadila~i Aga~na disampaikan kepada Dinas untuk direkam ke 
dalam database kependudukan. 

(2) Data hasil pencatatan KUAKec sebagaimana dimaksud pada ayat (I), tidak 
diniaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. 

Paragraf 2 
Pelaporan Perceraian Penduduk Daerah Yang Terjadi Di Luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 75 

(1) Pelapora~i perceraian Penduduk Daerah yang terjadi di luar Wilayah IVegara 
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat be r~~pa  : 
a. Kutipan Akta Perceraian dari Luar Negeri; 
b, bukti pengesahan dari Penwakilan Republik Indonesia dari Negara setempat; 
c. Surat pe~igantar dari kelurahan; 
d. KTP dan KK suan-~i danlatau isteri; dan 
e, paspor suarni dan/atau isteri. 

(2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tata cara : 



a. Penduduk Daerah mengisi Formulir Pelaporan perceraian di Luar Negeri 
dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas. 

b. Dinas merekam dalam data base kependudukan. 
c. Dinas menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan perceraian di Luar Negeri dan 

menyampaikan kepada pemohon. 

Paragraf 3 
Pencatatan Penibatalan Perceraian 

Pasal 76 

( 1  Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas. 

(2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagainiana diniaksud pada ayat (I), 
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai 
pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
Kutipan Akta Perceraian. 

(3) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pasangan suami dan isteri yang perceraiannya dibatalkan, mengisi Forn'wlir 

Pencatatan Pembatalan Perceraian pada Dinas dengan melampirkan 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir dan 
mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan 
Pembatalan Perceraian; 

c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b memberitahukan kepada Instansi 
Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian. 

(4) Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan 

Bagian Keempat 
Pencatatan Kematian 

Paragraf 1 
Pencatatan Kematian di Daerah 

Pasal 77 

( 1  Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas di tempat terjadinya kematian. 

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat Keterangan 

Lurah; 
b. Keterangan kematian dari dokter/paramedis; 
c. Akta Kawin/Surat NikahIAkta kelahiran yang meninggal; 
d. KTP dan KK yang meninggal; 
e. KTP dan KK pemohon. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ,  dilakukan dengan 
tata cara: 



a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formwlir Pelaporan Kematian dengan 
melampirkan persyaratan sebagaimana dirnaks~~d pada ayat (2) kepada 
Petugas registrasi di kantor Kelurahan unt l~k diterl~skan kepada Dinas; 

b. Lurah menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan disampaikan kepada yang 
bersangkutan untu k diguliakan seperlunya; 

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian 
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 

d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c memberitah~~kan data hasil 
pencatatan kematian kepada Dinas tempat don-~isili yang bersangkutan; 

e. Dinas tempat domisili sebagaimana dimaksud pada huruf d mencatat dan 
merekam dalam database kependudukan. 

Pasal 78 

(1) Pencatatan kematian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas. 

(2) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Keterangan kematian dari dokterlparamedis; 
b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; 
c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing yang mem~liki 

Izin Tinggal Terbatas; atau 
d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin Kunjungan. 

(3) Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilaku kan dengan tata cara: 
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan 

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian 
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 

Pasal 79 

(1) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak 
ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat pada Dinas. 

(2) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memenuhi syarat berupa: 
a. KK; 
b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan 
c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak 

diketahui jenazahnya. 

(3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan dengan 
tata cara : 
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Kematian dengan 

melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada 
Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Kematian 
dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 

c. Dinas mencatat dan merekam dalam database kependudukan. 



(4) Dalam ha1 pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi 
tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas. 

(5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan 
oleh Dinas berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 

(6) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Kematian. 

Paragraf 2 
Pelaporan Kematian Penduduk Daerah Yang Terjadi Di Luar Wilayah Negara Kesatuan 

Republi k Indonesia. 

Pasal 80 

(1) Pelaporan kematian Penduduk Daerah yang terjadi di luar Wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : 
a. Kutipan Akta kematian dari Luar Negeri; 
b. bukti pengesahan dari Perwakilan Republik Indonesia dari Negara setempat; 
c. Surat pengantar dari kelurahan; dan 
d. K-TP dan KK pelapor. 

Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata 
cara : 
a. Penduduk Daerah mengisi Formulir Pelaporan kematian di Luar Negeri 

dengan menyerahkan dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas. 

b. Dinas merekam dalam data base kependudukan. 
c. Dinas menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri dan 

menyampaikan kepada pelapor. 

Bagian Kelima 
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak 

dan Pengesahan Anak 

Paragraf 1 
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah 

Pasal 81 

(1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas. 

(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan rnemenl- hi syarat ber~,~pa fotokopi: 
a. penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak; 
b. Kutipan Akta Kelahiran; 
c. KTP pemohon; 
d. KK pemohon. 

(3) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinas; 



b. Dinas mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan; 
c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas memberikan catatan pinggir pada 

Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak. 

Paragraf 2 
Pelaporan Pengakuan Anak Penduduk Daerah Yang Terjadi Di Luar Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 82 

( 1  Pelaporan Pengangkatan Anak Penduduk Daerah yang terjadi di luar Wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Kutipan Akta Pengangkatan Anak dari Luar Negeri; 
b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak dari Perwakilan Republik Indonesia dari 

Negara setempat; 
c. Surat pengantar dari kelurahan; dan 
d. KTP dan KK pelapor. 

(2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan tata cara : 
a. Penduduk Daerah niengisi Forniulir Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar 

Negeri dengan menyerahkan dan/atau menunj~~~kkan persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas. 

b. Dinas merekam dalam data base kependudukan. 
c. Dinas mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak sebagainiana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

Paragraf 3 
Pencatatan Pengakuan Anak 

Pasal 83 

(1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas. 

(2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Lurah; 
b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; 
c. Kutipan Akta Kelahiran; dan 
d. fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung. 

Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan dengan tata cara: 
a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat dalam Register Akta 
Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak; 

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register 
Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; 

d. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c merekam data 
pengakuan anak dalam database kependudukan. 



Pasal 84 

(1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas. 

(2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memenuhi syarat berupa: 
a. Surat Pengantar dari RTJRW dan diketahui Lurah; 
b. Kutipan Akta Kelahiran; 
c. fotokopi Kutipan Akta Perkawinan; 
d. fotokopi KK; dan 
e. fotokopi KTP pemohon. 

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan 
dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta 
Kelahiran; 

c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak 
dalam database kependudu kan. 

Bagian Keenam 
Pencatatan Perubahan Nama 

Pasal 85 

( 1  Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas yang menerbitkan 
Akta Pencatatan Sipil. 

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memenuhi syarat berupa: 
a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; 
b. Kutipan Akta Catatan Sipil; 
c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; 
d, fotokopi KK; dan 
e. fotokopi K-TP. 

Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilakukan dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama 

dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
kepada Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register 
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; 

c. Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama 
dalam database kependudukan. 



Bagian Ketujuh 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

Paragraf 1 
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 

di Daerah 

Pasal 86 

Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara 
Asing menjadi Warga Negara Indoliesia dilakukan pada Dinas. 

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan memenut~i syarat berupa: 
a. salinan Keputusan Presiden meugenai Perubahan Status Kewarganegaraan 

menjadi Warga Negara Indonesia atau salinan Keputusan IYenteri yang 
bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan; 

b. Kutipan Akta Catatan Sipil; 
c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; 
d. fotokopi KK dan KTP pemohon; dan 
e. fotokopi Paspor. 

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagainiana diniaksud pada 
ayat (I), dilakukan dengan tata cara: 
a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporali Perubahan Status 

Kewarganegaraan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register 
akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; 

c. Pejabat pada Dinas mere kam data peru bahan status kewarganegaraan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam database kependudukan. 

Pasal 87 

Dalam ha1 anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun 
setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan 
memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke. 

Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat 
belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir. 

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan 
menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas. 

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta 
catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta 
mengeluarkan data anak tersebut dari KK. 

Pejabat pada Dinas merekam data perubahan status kewarganegaraan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan. 



Bagian Kedelapan 
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya 

Pasal 88 

(1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat 
Pencatatan Sipil pada Dinas. 

(2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 
perubahan jenis kelamin. 

(3) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: 
a. penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya; 
b. KTP dan KK yang bersangkutan; dan 
c. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya. 

(4) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  
dilakukan dengan tata cara: 
a. pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting 

Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Dinas; 

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas 
pelaporan peristiwa penting lainnya, dan mencatat serta merekam dalam 
register peristiwa penting lainnya pada database kependudukan; 

c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada Register 
Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. 

Bagian Kesembilan 
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri 

Pasal 89 

(1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan 
sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain. 

(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak 
mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental. 

(3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang 
yang diberi kuasa. 

Pasal 90 

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat 
(I), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan. 



Bagian Kesepulu h 
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

Paragraf 1 
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal 91 

( 1  Perrlbetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada 
Dinas baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. 

(2) Perr~betulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena 
kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan 
dengan niengacu pada: 
a. dokumen auterltik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan 

sipil; 
b. dokumen dimana terdapat kesalalian tulis redaksional. 

(3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena 
kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan 
setelah memenuhi syarat berupa: 
a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan 

sipil; 
b. kutipan akta dimalia terdapat kesalahan tulis redaksional. 

Pasal 92 

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), 
dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara: 
a. mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan 

melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan 
menunjukkan dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan 
sipil; 

b. Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk nienggantikan 
akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik 
serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon; 

c. Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan 
sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b meligenai alasan 
penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil. 

Paragraf 2 
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil 

Pasal 92 

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan 
Sipil pada Dinas. 

(2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

(3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimalia dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan tata cara : 



a. Pejabat Pencatatan Sipil n~embuat catatan pinggir pada Register Akta 
Pencatatan Sipil; 

b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan 
c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan. 

Paragraf 3 
Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya 

Akta Pencatatan Sipil 

Pasal 93 

(1) Penerbitan Kutipan Kedua dan seterusnya Akta Pencatatan Sipil dilakukan apabila 
kutipan akta hilang atau rusak. 

(2) Penerbitan Kutipan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memenuhi syarat berupa : 
a. Surat Kehilangan dari kepolisian atau kutipan akta yang rusak; 
b. KK dan KTP pemohon. 

(3) Proses Penerbitan Kutipan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dilakukan 
dengan tata cara: 
a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir permohonan Kutipan Kedua 

dan seterusnya; 
b. Petugas mencari Register atau arsip akta yang hilang atau rusak; 
c. Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan akta sesuai dengan register atau 

arsip yang diketemukan. 

(4)Apabila register atau arsip tidak diketernukan, Pejabat Pencatatan Sipil dapat 
n~enerbitkan kerr~bali register akta ke dalam register khusus setelah mendapatkan 
bukti kebenaran secara fornial maupun material terhadap data yang hilang atau 
rusak dengan persetujuar~ Kepala Dinas. 

BAB IV 
PENETAPAN DENDA ADMINIS-TRATIF DAN BIAYA PELAYAIVAIY 

Pasal 94 

(1)Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampal-~i 
batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam ha1 : 
a. pindah datang WNA yang mem~liki Izin Tinggal Terbatas atau WlVA yang 

niemiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 
500.000,OO (lima ratus ribu rupiah); 

b. pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk WNI paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari sebesar Rp. 50.000,OO (lima puluh ribu rupiah); 

c. pindah datang dari Luar Negeri bagi penduduk WNI paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebesar hari Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah); 

d. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas 
paling lambat 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 

e. perubahan status WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNA yang 
memiliki Izin Tirlggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 
500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 



f. pindah ke Luar Negeri bagi WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau WNA 
yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sebesar 
Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 

g, perubahan KK paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk WNI sebesar Rp. 
15.000.00 (lima belas ribu rupiah), apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari 
sebesar Rp. 50.000.00 (lima P L I I L I ~  ribu rupiah); 

h. perubahan KK paling lambat 30 (tiga pl~luh) hari untuk WNA sebesar Rp. 
500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 

i. perpaqjangan KrP paling lambat 14 (empat belas) hari untuk WNI sebesar Rp. 
15.000.00 (lima belas ribu rupiah), apabila lebih dari 30 (tiga puluh) hari 
sebesar Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah); 

j. perpaqjaligan KTP paling larnbat 14 (empat belas) hari untuk WNA sebesar 
Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah); 

Pasal 95 

(1)Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui 
batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam ha1 : 
a. kelahiran di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari; 
b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling larr~bat 30 

(tiga puluh) hari; 
c. perkawinan di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari; 
d. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indoliesia paling lambat 

30 (tiga puluh) hari; 
e. pembatalan perkawinan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari; 
f. perceraian di Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari; 
g. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 

30 (tigapuluh) hari; 
h. pembatalan perceraian melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari; 
i, kematian di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari; 
j. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 

(tiga puluh) hari; 
k. pengangkatan anak di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari; 
I. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari; 
m. pengakuan anak melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; 
n. pengesahan anak paling lambat 30 (tigapuluh) hari; 
o. perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari; 
p. perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari; dan 
q. peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari. 

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai 
beri kut : 
a. kelahiran di Daerah : 

1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 
belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 



b. kelahiran di luar wilayah IVegara Kesatuan Republik Indonesia : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahl~n Rp. 50.000.00 

(lima puluh ribu rupiah); 
3. Terlanibat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). 

c. perkawinan di Daerah : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan l~ntuk WIVA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan ~untuk WIVA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlarrlbat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000,- (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WIVA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

d. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlambat 1   sat^^) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun Rp. 50.000.00 

(lima p~,~ll,~h ribu rupiah); 
3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). 

e. pembatalan perkawinan : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.00.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WIVA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima PLI IU~ r i b l~  rl~piah), dan untuk WIVA Rp. 500.000.00 (lima 
r a t ~ ~ s  ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan ~ ~ n t u k  WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

f. perceraian di Daerah : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

g. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun Rp. 50.000.00 

(lima puluh ribu rupiah); 
3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). 

11. pembatalan perceraian : 
1. Terlarrlbat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WlVI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ri bu rupiah); 



2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WlVI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan l~ntuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

i. kematian di Daerah : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ri bu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WlVI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan l~ntuk WIVA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Tel-lambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WIVA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

j. pengangkatan anak di Daerah : 
1. Terlambat sampai dengan 1   sat^^) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahl~n, 1,lntuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1,lntuk WIVA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah). 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

k. pengangkatan anak di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlarrlbat 1 (satu) tahun sampai derlgan 5 (lima) tahun Rp. 50.000.00 

(lima puluh ribu rupiah); 
3. Terlarrlbat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus r i b l ~  rupiah). 

I. pengakuan anak : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WIVA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

m. pengesahan anak : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah). 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 



n. perubahan nama : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh 
ri bu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

o. perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA yang diperoleh karena 
Penegasan Pewarganegaraan : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun Rp. 50.000.00 

(lima puluh ribu rupiah); 
3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). 

p. perubahan status kewarganegaraan WNA menjadi WNI yang diperoleh karena 
Naturalisasi : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun Rp. 15.000.00 (lima belas ribu 

rupiah); 
2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun Rp. 50.000.00 

(lima puluh ribu rupiah); 
3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah). 

q. perubahan peristiwa penting lainnya : 
1. Terlambat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WNI Rp. 15.000.00 (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 250.000.00 (dua ratus linia puluh 
ri bu rupiah); 

2. Terlambat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlambat 5 (lima) tahun lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

r. perr~batalan akta pencatatan sipil : 
1. Terlarr~bat sampai dengan 1 (satu) tahun, untuk WlVI Rp. 15.000,- (lima 

belas ribu rupiah), dan untuk WlVA Rp. 250.000.00 (dua ratus lima p ~ ~ l u h  
ri bu rupiah); 

2. Terlarr~bat 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, untuk WNI Rp. 
50.000.00 (lima belas ribu rupiah), dan untuk WNA Rp. 500.000.00 (lima 
ratus ribu rupiah); 

3. Terlarr~bat 5 (lima) tahuli lebih, untuk WNI Rp. 100.000.00 (seratus ribu 
rupiah), dan untuk WNA Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah). 

BAB V 
KErENTUAN PERALIHAIV 

Pasal 96 

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pendudu k dan Pencatatan Sipil yang 
berlaku pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Walikota il-~i. 



Pasal 97 

Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, wajib 
disesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun. 

BAB V I  
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Surakarta 
pada tanggal 3a A ~ U S ~ ~ S  2011 

Diundangkan di Surakarta 
pada tanggal 6 Scptankn&~ &o\\ 
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